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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

ABSTRAK T -

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 77 Th.
2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
Pengawasan sebagaimana diubah dengan Perpres No. 15 Th. 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005
perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;

Bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan
Umum atau Public Servive Obligation (PSO) dari Menteri BUMN
kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas
pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;

Bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efiiensi, serta
menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi
perlu menyempurnakan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi sebagaimana diatur dalam Permendag No. 17/M-
DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:

Perpu No. 1 Th. 1960, Perpu No. 8 Th. 1962, UU No. 12 Th. 1992,
PP No. 19 Th. 2004, PP No. 28 Th. 1997, PP No. 102 Th. 2000, PP
No. 8 Th. 2001, PP No. 77 Th. 2005, Kepmenperindag No.
406/MPP/Kep/6/2004, Kepmentan No. 465/Kpts/OT.160/7/2006,
Permendag No. 20/M-DAG/PER/5/2009, Permendag No. 54?M-
DAG/PER/10/2009;

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:

1.  Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari
Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di
sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA,
Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang pertanian;

2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan
budidaya tanaman pangan, hortikuitura, perkebunan rakyat,
hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;



Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan
oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian
Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha
budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh
Pemerintah dan/atau lembaga lainnya;

Kelompok Tani adalah kelompok petani, pekebun, peternak
atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas
dasar kesamaan lingkungn, sosial ekonomi, sumberdaya dan
keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha
anggota;

Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau
hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan
untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala
usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang
mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan
ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan
pembudidaya ikan dan/atau udang yanf mengusahakan lahan
untuk budiadaya ikan/dan atau yang tidak dipersyaratkan ;

Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan
usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan
hukum vyang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat
Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian,
penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi
dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya;

Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah
kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen
dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer
yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok
Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri,
Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk
melaksanakan pengadaaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi
yang diperuntukan bagi Kelompok Tani danfatau Petani
berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan
PT. Pupuk Indonesia (Persero);

Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan
Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera
menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi
dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,



CATATAN

10.

Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk
Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan
mutu;

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor,
dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab,
dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini
dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi
disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag No. 17/M-
DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku;

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 1
April 2013.



